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Adelia Ananda Sukma. Desember 2024. KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN. Skripsi,
Program Sarjana Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Penelitian ini membahas kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam
melaksanakan perkawinan, dengan fokus pada status hukum dan kecakapan hukum
penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan
perundang-undangan terkait. Penelitian ini didasari oleh pentingnya kepastian hukum bagi
kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas mental, yang kerap menghadapi
diskriminasi dan stigma dalam masyarakat. Latar belakang penelitian mengacu pada
perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak setiap individu,
termasuk penyandang disabilitas mental, untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Namun,
terdapat ketentuan dalam KUH Perdata dan UUP yang seringkali bertentangan dengan prinsip
tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini mengeksplorasi dua isu utama: pertama, kecakapan hukum penyandang
disabilitas mental untuk melakukan perbuatan hukum dalam perkawinan; kedua, status hukum
perkawinan penyandang disabilitas mental menurut UUP. Penelitian ini menggunakan metode
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama
untuk menikah, tetapi status kecakapan hukum mereka sering dipertanyakan karena ketentuan
pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata. Namun, UU No. 8 Tahun 2016 mengatur bahwa
penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak melangsungkan
perkawinan selama mereka mampu memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Penelitian
ini menyoroti pentingnya pembaruan hukum yang harmonis antara KUH Perdata, UUP, dan
UU No. 8 Tahun 2016 untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas mental dalam
perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan
perkawinan, dengan fokus pada relevansi status hukum dan kecakapan hukum berdasarkan
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Meskipun Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin
hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, berbagai kendala
normatif dan stigma sosial sering kali menghambat penyandang disabilitas mental dalam
menjalankan hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kecakapan hukum
penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum serta status hukum perkawinan mereka
menurut regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan
konseptual. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer, seperti UUD 1945,
KUHPerdata, dan Undang-Undang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum
dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental
tidak secara otomatis dianggap tidak cakap hukum, melainkan penilaian terhadap kecakapan
mereka harus dilakukan secara individual melalui penetapan pengadilan. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan pengakuan penyandang disabilitas mental sebagai subjek
hukum, sehingga mereka memiliki hak yang sama dalam melaksanakan perkawinan. Namun,
regulasi yang ada masih menunjukkan tumpang tindih antara KUHPerdata dan UU Penyandang
Disabilitas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum..

Kata Kunci: kecakapan hukum, disabilitas mental, perkawinan, subjek hukum, kesetaraan hak.
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